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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, 

aman, sejahtera serta damai juga hukum yang berlaku sama bagi setiap 

orang dari strata rendah hingga tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 

NRI 1945) menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum.  

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara 

hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk dapat 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.1 

Hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan 

bernegara maupun bermasyarakat. Setiap masyarakat berhak memiliki 

keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian, akan tetapi seiring berjalannya 

waktu semakin banyak kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dari 

pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan 

yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.2 

 
1Ibnu Affan, Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif, 
Perdana Publishing, Medan, 2018,  h.2. 

2PAF. Lamintang,  Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 
2014, h.58 
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Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia 

dengan cara mengatur kegiatan manusia. Kepentingan manusia sangatlah 

banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Kepentingan manusia akan 

berkembang sepanjang masa. Peraturan hukum yang kurang jelas harus 

dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan 

menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap 

peristiwanya sehingga dapat mewujudkan putusan hukum yang diidam-

idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan.3 

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan 

hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti 

sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam 

kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya 

berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal 

ini merupakan masalah yang harus segera mungkin diselesaikan, agar 

ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan 

terpelihara.4  

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kepentingan 

yang beraneka ragam. Memenuhi kepentingan-kepentingan itu timbul 

berbagai usaha untuk mencapainya. Namun dalam hal demikian anggota 

 
3 Bambang Sutiyoso,  Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang 

Pasti dan Berkeadilan, UII Pers, Yogyakarta, 2016, h. 28. 
4 Budi Suhariyanto, “Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan 

Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana”,  Jurnal Rechtsvinding, 
Volume 6, Nomor 1, April 2017, h.3 
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masyarakat sering melakukan upaya-upaya yang tidak sejalan dengan 

aturan normatif (perundang-undangan). Akibatnya, sering terjadi hal-hal 

yang dapat merugikan anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini pula yang 

kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak 

pidana yang terjadi saat ini. 

Banyaknya motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal 

yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana penganiayaan. 

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya 

kerusakan fisik dan kesehatanyang bertentangan dengan hukum 

sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 4 KUHP yaitu: “Dengan 

menganiaya disamakan sengaja merusak kesehatan”.5 

Dilihat dari aspek sosiologisnya, kekerasan terhadap tubuh 

(penganiayaan) tersebut dapat mengancam eksistenti tubuh dan jiwa 

seseorang. dan jika tindakan tersebut tidak dicegah, maka kriminal akan 

merajalela pada perbuatan yang lebih tragis yang dapat menghilangkan 

nyawa seseorang. Oleh karena itu, hukum pidana melarang keras terhadap 

tindak pidana penganiayaan serta menegaskan ancaman hukumannya 

secara terperinci dan berat atas orang yang melakukan kejahatan tersebut.6 

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan 

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan 

 
5 Eko Soponyono, ”Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi 

Pada Korban”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Janauari (2018), h.77. 
6 Budi Suhariyanto, ”Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika 

Politik Legislasi Di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 4 Nomor 3 Desember (2019), 
h.11. 
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terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai 

kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja 

berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan dan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan 

berbuat agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak 

orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-

batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat 

dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi 

kepentingannya itu. 7 

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat 

negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. 

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik 

itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang teelah 

mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut. Pertanggungjawaban yang 

wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan 

masyarakat supaya dapat juga dirasakan juga penderitaan atau kerugian 

yang dialami. Seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan 

suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang 

dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.8 

Konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana, 

pada umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan 

 
7 Alef R. Musyahadah, “Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku 

Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan”, Jurnal Law Diponegoro, Vol.1 No.2 Thn 2019, 
h.213. 

8 Ibid, h214. 
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(litigasi). Jalur ini terkenal dengan istilah in court system dan dalam tataran 

teori, ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan 

suatu lembaga peradilan tersebut, yaitu  keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Prakteknya, sangat sulit ketiganya dapat terpenuhi 

sekaligus. Adapaun hasil yang akan tercipta dari proses penyelesaian 

dikenal dengan istilah win lose solution, dimana akan terdapat pihak yang 

menang dan ada pihak yang kalah. Kenyataan seperti ini, penyelesaian 

suatu perkara umumnya kerap menimbulkan suatu rasa tidak enak dibenak 

pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat 

peradilan lebih lanjut. Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu 

kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun 

sudah menjadi ketentuan.9 

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, praktek perdamaian antara 

korban dan pelaku tindak pidana banyak dilakukan tidak hanya dalam 

pelanggaran terhadap ketentuan adat tetapi dalam tindak pidana pada 

umumnya. Penyelesaian konflik dengan jalan damai merupakan nilai 

kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia. Salah satu penyelesaian tindak 

pidana melalui perdamaian adalah dalam tindak pidana penganiayaan yaitu 

suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan 

kesehatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam 

 
9 Joni Emerzon,  Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 3. 
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Pasal 351 ayat (4) KUHP yaitu: “Dengan menganiaya disamakan sengaja 

merusak kesehatan”.  

Tentu saja korban penganiayaan menginginkan keadilan akibat dari 

tindak pidana tersebut dan untuk mencapai keadilan tersebut dibutuhkan 

hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah ke 

pengadilan. Namun, putusan pengadilan terkadang tidak memberikan rasa 

adil pada korban. Jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan 

merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan 

kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu 

sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, 

sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan 

kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang 

mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. 10 

Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian 

tindak pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan 

cara mediasi penal. Penyelesaian tindak pidana penganiyaan bisa 

dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi.  Pasal 1 butir 6 

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur 

Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui 

proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.11 Prinsip mediasi 

 
10 Ibid, h.4. 
11 Syahrizal Abbas,  Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat & 

Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2019, h. 8. 
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adalah sama-sama menang (win-win solution), sehingga para pihak yang 

terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan tidak kalah. 

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal ini 

diterapkan di Kepolisian (penyidikan) sebagaimana para pihak dapat 

menyelesaikan sendiri sengketa tanpa dia diadili oleh hakim, jumlah 

perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula sehingga 

semua perkara yang bermuara ke Mahkamah Agung tidak mengakibatkan 

terjadinya penumpukan perkara. 

Selain itu, upaya mediasi penal dipandang sebagai cara 

penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan 

proses litigasi. Jika perkara dalam tindak pidana penganiyaan ini dapat 

diselesaikan dengan mediasi penal, maka para pihak dengan sendirinya 

dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang 

mencerminkan kehendak bersama para pihak.12  

Perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan seperti dalam 

Putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn dengan terdakwa Muhammad 

Aqil Alias Aqil telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka 

berat dengan cara memukuli korban dengan kayu bambu sehingga kepala  

korban terkena pukulan. Akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa oleh 

Jaksa Penuntut Umum dituntut pidana dengan pidana penjara selama 6 

(enam) bulan penjara. Korban dan terdakwa sudah berdamai didepan 

 
12 Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, 

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 - Desember 2019, h.89. 
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persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-

belit dalam Persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum.  Adanya 

perdamaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk 

meringankan hukuman yang dijatuhkan  terhadap terdakwa yaitu pidana 

penjara selama 4 (empat) bulan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum 

Berdasarkan kasus di atas, maka menarik untuk melihat bagaimana 

perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan sebagai pertimbangan 

hakim dalam meringankan hukuman, sehingga dilakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Yuridis  Terhaap Pernyataan Perdamaian Dalam 

Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam 

Meringankan Hukuman (Studi Putusan Nomor 

2260/Pid.B/2019/PN.Mdn)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam 

hukum positif di Indonesia ? 

2. Bagaimana akibat hukum terjadinya perdamaian dalam tindak pidana 

penganiayaan?  

3. Bagaimana pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam 

tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/ 

PN.Mdn ? 
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C. Tujuan dan ManfaatPenelitian 

Tujuan penelitian ini dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan mengenai tindak 

pidana penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum terjadinya 

perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dengan 

adanya perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan 

Nomor 2260/Pid.B/2019/ PN.Mdn. 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu : 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk 

menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, memberikan pengetahuan 

yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan 

sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-

jawaban atas persoalan perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan 

sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman serta 

menjadi referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan 

ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan 

membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, 
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tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat 

memecahkan bersama. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk 

membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan 

filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai 

kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan 

demikian dapat merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.13 

Kerangka teori meletakkan landasan dan bahan kerangka berfikir guna 

menganalisis dan menjawab permasalahan pada identifikasi masalah. 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis 

mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan 

perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian 14 

 Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan 

atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan 

dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka 

kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian 

ini berusaha untuk memahami mengenai pertanggungjawaban pidana 

terhadap perbuatan percobaan untuk  melakukan tindak pidana teorisme. 

 
13 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.254. 
14M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.23.  
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Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah teori 

yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, teori pembuktian 

dan teori pemidanaan. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Teori Negara Hukum 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum 

untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara 

melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan atas 

kekuasaan (machtsstaat). 

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila 

memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl 

mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:  

1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.  

2) Adanya pembagian kekuasaan.  

3) Pemerintahan berdasarkan peraturan 

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.15 

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah 

nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi 

tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang 

artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan 

 
15 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI 

Jakarta, 2016, h. 24.   
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negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles 

mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum 

adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada 

warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya 

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada 

keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia 

menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang 

sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan 

bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. 

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum 

(rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Di dalamnya 

terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi 

hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan 

kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-

Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak 

yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta 

menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan 

wewenang oleh pihak yang berkuasa. 

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh 

karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, 

harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Teori Penegakan Hukum 
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 Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk 

mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan 

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap 

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi 

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh 

masyarakat.16 

 Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan pergaulan  hidup17. Penegakan hukum tidak bisa terlepas 

dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus 

(bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan 

merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh 

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan 

penyitaan.18 

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak 

ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut  “hukum”. Dalam 

 
16Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  

2014, h. 55  
17Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5  
18 Ibid, h.7 
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sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) 

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu : 

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai 
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam; 

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu 
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk 
eksplisit suatu sumber kekuasaan; 

3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam 
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku 
yang baru.19 
 

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement, 

merupakan ujung tombak agar terciptanya  tatanan hukum yang baik, guna 

melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan 

kepentingan pribadi20. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi 

hukum benar-benar berjalan dengan baik. 

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan 

dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi 

mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan 

hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses 

pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law 

illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement 

process)21.  

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana 

Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi  kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah 

 
19 CST Kansil, Op.Cit, h. 12  
20 Lili Rasjidi,  Hukum Sebagai Suatu Sistem,  Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 

123 
21 Ibid 
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pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan 

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.22 

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum 

dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan 

pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum 

preventif  adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar 

orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum 

represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum 

sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah 

penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha 

penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan 

terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan 

hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat 

perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai 

aturannya masing-masing.23 

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa 

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan 

tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu 

 
22 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, 

Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55  
23 Ibid, h. 77  
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kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi 

kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.24 

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling 

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta 

merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu : 

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang 
beserta peraturan pelaksanaannya 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan 
hukum 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu 

diterapkan 
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari 

manusia dalam kehidupannya.25 
 

c. Teori Tentang Putusan 

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah 

seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan 

prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang 

mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses 

pemeriksaan di pengadilan. Tujuan lembaga peradilan di Indonesia adalah 

untuk menegakkan hukum demi keadilan sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Oliver Wendell Holmes, baik  bagi individu maupun bagi masyarakat, 

bangsa dan Negara bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi 

Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan 

 
24Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, 

Bandung, 2002, h.5 
 25 Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 3  
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bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini 

tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan 

ungkapan sangat religious, yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.26 

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang 

pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus bersifat aktif, hakim 

harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang 

diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, 

begitu pula kepada penuntut umum. Semua ini dengan maksud 

menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas 

segala yang diputuskannya. 

Menjamin hal tersebut maka hakim diberi kekuasaan yang bebas 

dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintevensi oleh 

kekuatan diluar pengadilan seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam 

masyarakat seperti kekuatan politik dan ekonomi. Hal ini dijamin oleh 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku positif di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan 

terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang 

tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 

sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

 
26 Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari 

Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar, 
(Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 1. 
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Harry C Bredemeire memandang bahwa tugas pengadilan adalah 

untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan untuk 

mewujudkan tugas tersebut, pengadilan membutuhkan tiga masukan 

(input) yaitu: 

1) Pengadilan membutuhkan analisis tentang hubungan sebab 
akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-
kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.  

2) Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling 
bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.  

3) Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk 
menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.27 
 

Seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat Benjamin N. 

Cardozo, mengakui bahwa: 

Putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan saja tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari 
hakim itu sendiri. Oleh karena itulah Cardozo menyatakan bahwa 
hukum buatan hakim alias putusan hakim sebagai salah satu dari 
realitas-realitas kehidupan yang ada. Jadi, hukum ialah perilaku dan 
dalam hal ini ialah perilaku hakim tertentu yang belum tentu persis 
sama dengan perilaku hukum hakim lain, meskipun menghadapi 
kasus yang sejenis dan menggunakan ketentuan hukum yang 
sama.28 
 
Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari sebagaimana dikutip 

oleh Achmad Ali menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi putusan hakim, yakni : 

1) Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian 

hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya 

 
27Ibid, h.15 
28 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam 

Bidang Hukum, Kencana, Jakarta,  2018, h. 140 
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dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber 

Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat 

menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. 

2) Faktor eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan 

hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:  

a) Peraturan perundang-undangan.  

b) Adanya intervensi terhadap proses peradilan.  

c) Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.  

d) Adanya berbagai tekanan.  

e) Faktor kesadaran hukum,  

f) Faktor sistem pemerintahan.29 

Faktor internal sebagaimana yang disebutkan terdiri  dari beberapa 

faktor yaitu: 

1) Faktor subjektif yakni cara pandang atau sikap seorang hakim 
dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari: 
a) Sikap perilaku yang apriori. Adanya sikap seorang hakim yang 

sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang 
diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah 
bersalah sehingga harus dipidana.  

b) Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang 
hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung 
akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak 
mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari 
seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan 
berbeda dengan putusan hakim yang sabar.  

c) Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah 
“kecongkakan kekuasaan”. Di sini hakim merasa dirinya 
berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apa 
lagi terdakwa).  

d) Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena 
bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah 
laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terutama 
pada saat memeriksa serta memutuskan suatu perkara 2. 

 
29 Ibid.,  h. 141. 
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Sikap perilaku emosional. 3. Sikap sombong atau congkak 
atas kekuasaannya (Arrogance Power). 4. Moral. 

2) Faktor Objektif yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim 
yang dipengaruhi oleh: 
a) Latar belakang budaya. Kebudayaan, agama, pendidikan 

seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan 
hakim. Meskipun latar balakang hidup budaya bukan 
merupakan faktor yang menentukan, tetapi faktor ini setidak-
tidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu 
keputusan.  

b) Profesionalisme. Kecerdasan serta profesionalisme seorang 
hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu 
putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme 
hakim tersebut.30 

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu 

haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggugngjawabkan, bukan saja 

terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si 

terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan 

keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil 

keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan 

kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung 

tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan 

penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata 

hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak 

tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.31  

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa pada hakikatnya putusan hakim 

merupakan: 32 

 
30 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam 

Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2015, h. 117. 
31 Ibid, h.118. 
32 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan 

Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2017, h. 203 
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1) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang 

terbuka untuk umum. 

Pada konteks ini, putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya, 

artinya hakim diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan 

untuk mengadili perkara (Bab I Pasal 1 angka 8 KUHAP). Putusan hakim 

itu kemudian haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum (Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

2) Putusan dijatuhkan setelah melalui proses atau tahapan-tahapan 

persidangan dan proses administrasi menurut hukum acara pidana 

pada umumnya. 

Hanya putusan hakim yang melalui proses atau tahapan-tahapan dalam 

persidangan dan proses administrasi menurut hukum acara pidana 

pada umumnya saja yang mempunyai kekuatan mengikat dan sah. 

Pengertian proses atau tahapan persidangan disini, adalah proses 

hakim dalam menangani perkara pidana, mulai tahap menyatakan 

sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas 

terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan 

sela/tussen vonis, pemeriksan saksi-saksi dan terdakwa kemudian 

pemeriksaan dinyatakan selesai lalu tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, 

replik, duplik, re-replik, re-duplik, musyawarah hakim dan pembacaan 

putusan. Sedangkan untuk proses administrasi dimulai dari tahap 

proses administrasi pelimpahan perkara, pengagendaan dan pemberian 
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nomor perkara, di daftarkan surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila 

terdakwa didampingi oleh penasehat hukum/advokat dan sampai 

penetapan mejelis hakim/hakim tunggal yang akan menyidangkan 

perkara itu. 

3) Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala 

tuntutan hukum. 

Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya 

mempunyai tiga sifat yaitu pemidanaan apabila hakim/pengadilan 

berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

(Pasal 193 ayat(1) KUHAP) kemudian putusan bebas apabila hakim 

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan 

yang didakwakan (Pasal 191 ayat(1) KUHAP) dan putusan pelepasan 

dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 

merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 

4) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis 

Putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan 

bentuk tertulis ini secara tersirat tercermin dari ketentuan Pasal 200 

KUHAP yang menyatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh 

hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Jadi tentulah 

jelas apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk 
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tertulis. Selain itu, juga melalui bentuk tertulis dimaksudkan agar 

putusan tersebut dapat diserahkan kepada yang berkepentingan, dikirim 

kepada Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung Republik Indonesia 

apabila yang bersangkutan melakukanupaya hukum banding atau 

kasasi, bahkan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam 

berkas perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor. 5/1959 Tanggal 20 april 1959 dan Nomor: I/1962 

Tanggal 7 Maret 1962 ditegaskan bahwa pada waktu keputusan 

diucapkan/dibacakan disidang pengadilan maka putusan harus sudah 

siap, yang segera setelah diucapkan akan diserahkan kepada panitera 

untuk diselesaikan lebih lanjut. 

5) Putusan hakim tersebut bartujuan untuk menyelesaikan perkara. 

Dengan diucapkannya atau dibacakannya putusan hakim di sidang 

pengadilan maka secara formal perkara tersebut ditingkat Pengadilan 

Negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun 

menjadi jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk 

melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi. Oleh 

karena itu, diharapkan putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan 

dan kebenaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari 

keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada 

umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.33 

 
33 Ibid., h.  118. 
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2. Kerangka Konseptual 

Konsep adalah “suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk 

keperluan analitis”.34 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada 

hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit 

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun 

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan 

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat 

dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian, oleh karena 

itu untuk  mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa 

batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, 

mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan 

menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu 

kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.35 

b. Perdamaian adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan 

melalui proses perundungan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator.36 

c. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

 
34Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.   
35 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6. 
36 Ibid, h.73. 



25 
 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).37 

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.38 

d. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 

hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, 

dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 

Agung.39 

e. Hukuman adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana 

yang berupa pidana dan/atau tindakan.40 

 
E. Asumsi 

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan 

memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
37 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiama, Jakarta, 2011, h. 96-

98   
38 Ibid.,  h. 101. 
39Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,  

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h.140 
40 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.138 
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1. Pengaturan mengenai perdamaian dalam tindak pidana yang 

melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan 

dilaksanakan di luar pengadilan yang diistilahkan sebagai mediasi 

penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di 

luar pengadilan dan tidak diatur dalam undang-undang melainkan 

hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor 

Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui 

Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008  yang pada 

dasarnya peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus 

pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para 

pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus 

menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan. 

2. Akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah 

perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku 

penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar 

pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan ancaman pidana 

yang akan dijatuhkan oleh  hakim kepada terdakwa. 

3. Pertimbangan hakim dengan adanya  perdamaian dalam putusan 

Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah sebagai salah satu 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukan yang lebih ringan 

terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut 

Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi karena 

adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku 
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penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) 

bulan. 

 
F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian 

tentang “Analisis Yuridis  Perdamaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan 

Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi 

Putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn)” belum pernah dilakukan dalam 

pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa 

topik penelitian tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan 

diri tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai 

dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka.  

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang perdamaian 

dalam tindak pidana penganiayaan sebagai pertimbangan hakim dalam 

meringankan hukuman seperti : 

1. Tesis Dara Nanda Riantara, NIM : 090710101155, Program Magister 

Ilmu Hukum Universitas Jember, Tahun 2018, yang berjudul Analisis 

Yuridis Perdamaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Menyebabkan Matinya Orang (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 

K/Pid/2010). Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah: 

a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perdamaian 

dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya 

orang ? 
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b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ? 

c. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung 

Timur pada putusan No.93/Pid.B/2009/PN.TJT terhadap terdakwa 

dengan fakta persidangan ? 

2. Tesis Rr. Jannatul Firdaus, NIM : 031311133174, Program Magister 

Ilmu Hukum Universitas Airlangga Tahun 2020 yang berjudul Mediasi 

Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional 

Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala). Rumusan masalah 

dalam tesis ini adalah: 

a. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi 

penal dalam tindak pidana penganiayaan ? 

b. Bagaimanakah akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana 

penganiayaan ? 

c. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap mediasi penal 

dalam tindak pidana penganiayaan ? 

3. Tesis : Tika Rahayu, NIM : 161000274201221, Program Magister Ilmu 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020, yang 

berjudul Perdamaian Antara Pelaku Dan Korban Dalam Perkara Pidana 

Di Proses Peradilan (Studi Kasus Terhadap Putusan No 

19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan Putusan No 1600 K/Pid/2009). Rumusan 

masalah dalam tesis tersebut adalah: 
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a. Bagaimana pengarusan perdamaian dalam dua putusan hakim 

tersebut ?;  

b. Mengapa dalam dua putusan hakim itu perdamaian bisa menjadi 

dasar pertimbangan hakim ? 

c. Bagaimana pertimbangan hukum dalam meringankan hukuman 

akibat terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban ? 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan 

tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang perdamaian dalam tindak 

pidana penganiayaan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan 

hukuman, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan 

demikian penelitian ini asli baik dari segi subtansi maupun dari segi 

permasalahan. 

 
G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,41 maksudnya adalah 

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, 

menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana 

pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-

undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan 

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

 
41Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 

2016, h. 8. 
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pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu 

dengan jalan menganalisanya.42 

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-

peraturan yang berlaku mengenai perdamaian dalam tindak pidana 

penganiayaan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman 

dalam Putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn. 

2. Metode Pendekatan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Pendekatan kasus (case approach),43 dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan 

Pengadilan Negeri Medan Nomor 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn.  

b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),44 dilakukan dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi.  

 
3. Alat Pengumpulan Data 

 
42 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 43. 
43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94   
44 Ibid, h. 95 
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Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan 

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. 

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya 

serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian 

ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan 

melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

4. Prosedur Pengambilan dan  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan 

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. 

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data 
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sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tertier.45 

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. 

Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 

sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada 

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.46 

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perdamaian dalam tindak 

pidana penganiayaan. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, 

buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini 

dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan 

hasilkan nanti akan digeneralisasikan. 

5. Analisis Data 

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji adalah 

sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.47 Data sekunder yang telah 

 
45 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 39. 
46 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2014, h. 122. 
47 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 41.   
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diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan 

metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG 
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA 

 
A. Tindak Pidana Penganiayaan 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan 

tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat 

undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan 

istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.48 

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum.49 Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit 

adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.50 

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu 

tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 

 
48 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta, 2012, 

h. 20 
49 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, h.182   
50 Leden Marpaung, Op.Cit, h.8 
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bertanggungjawab).51 Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai 

perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut.52 

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, 

dikarenakan alasan sebagai berikut:  

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana. 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang. 

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.53 

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar hukum.54 Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah 

strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari 

bahasa lain delictum. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui 

penggunaan strafbaar feit.  

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak 

pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit. 

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut 

disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.  

 
51 Andi Hamzah, Op.Cit, h.96. 
52 Moeljatno,  Op. Cit, h.16 
53 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta,  2011, h.48 
54Andi Hamzah, Kamus Hukum, Gh.ia Indonesiaa, Jakarta,  2016, h.144.  
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Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum. 

b. Peristiwa pidana 

c. Perbuatan pidana 

d. Tindak pidana.55 

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-

undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi 

para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. 

Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) para 

sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. 

Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah suatu handeling 

(tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-

Undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan 

kesalahan schuld oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 

Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: 

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan. 

2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung 

jawab.56 

Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

 
55 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2018, h. 26 
56 M. Hamdan,  Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, 

Medan, 2010, h. 8 
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sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas 

tindakannya.57 Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh 

Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa unsur-unsur strafbaar fit meliputi : 

1. Suatu perbuatan 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman 

3. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.58 

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang 

digunakanpun sama yaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan 

istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan 

Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk 

menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin istilah 

strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan 

secara harfiah menjadi peristiwa pidana.59 Meskipun terdapat banyak 

perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada 

strafbaar feit. Mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin 

sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang 

banyak digunakan yaitu delik.60 

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan strafbaar feit (tindak 

pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya 

 
57Leden Marpaung, Op.Cit,  h.4. 
58Ibid.,  
59Andi Hamzah, Op.Cit, h. 4. 
60Ibid., h. 65. 
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ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’.61 

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa strafbaar feit adalah 

suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh Undang-

Undang diancam dengan pidana.62 

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 

oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno 

menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-

perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, 

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat 

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik 

dan adil. 63 

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana 

adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya 

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga 

menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa 

pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 

a. Harus ada suatu peruatan manusia. 
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan umum. 
c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu 

orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan. 
d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. 
e. Terhadap perbuatan  itu harus tersedia ancaman hukuman di 

dalam Undang-Undang.64 

 
61 M. Hamdan, Op.Cit, h. 8 
62 Adami Chazawi.Op.Cit, h. 28. 
63 Moeljatno. Op.Cit, , h. 54 
64 M. Hamdan,  Op.Cit, h. 9 
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R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan 

yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan 

atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu 

diancam dengan hukuman.65 Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur 

yaitu: 

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi: 
a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu 

perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana. 
b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas 

merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan 
hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya 
dapat dihukum. 

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini 
bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. 

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan 
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang. 

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si 
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar 
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. 66 

 
Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan 

tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Melawan hukum 

b. Merugikan masyarakat 

c. Dilarang oleh aturan pidana 

d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.67 

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana 

adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, 

 
65R. Soesilo, Op.Cit, h. 26 
66 Ibid. h. 26 
67 M. Hamdan. Op.Cit. h. 10 
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sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat 

perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan 

merugikan  masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana 

sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 

KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat 

melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru 

masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh 

peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman. 

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, 

haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku 

(hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, 

tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur 

dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa 

kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak 

pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga 

orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan 

atau tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-

perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa  pada 

kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat 

daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran. 

Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka 

pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau 

luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau 



40 
 

perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.68 Ilmu 

pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit 

atau luka pada orang lain.69 

Penganiayaan berbeda dengan pembunuhan walaupun keduanya 

merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang namun 

perbedaan tetap harus diperhatikan karena perbedaan inilah yang akan 

dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dalam mengkualifikasi 

tindakan tersebut dan nantinya hakim akan dapat memberikan putusan 

yang tepat. Pembunuhan secara terminologi dapat dikatakan sebagai suatu 

perbuatan yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dengan 

sengaja, unsur dengan sengaja inilah yang menjadi kunci utama dan 

pembeda antara tindak pidana penganiayaan dengan tindak pidana 

pembunuhan. 

Mengakaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada 

Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 

356, Pasal 357, dan Pasal 358. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya 

memuat terkait ketentuan-ketentuan pidana terkait penganiayaan dengan 

diklasifikasikan terhadap tindakan-tindakan maupun konsekuensi-

konsekuensi lain berdasarkan tiap-tiap aturannya.  

 
68 PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2014, h..381. 
69 Ibid, h..382. 
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Terkait penganiayaan terdapat pengklasifikasian terkait jenis-jenis 

perbuatan yang dilakukan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan berbeda 

berdasarkan setiap unsur-unsur masing-masing ketentuan hukum yang 

mengatur terkait penganiayaan. Jenis-jenis penganiayaan dalam KUHP 

terdapat dalam Buku II KUHP Bab XX yang mengatur terkait tindak pidana 

penganiayaan yang telah disebutkan diawal penulisan yang terdiri mulai 

dari pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP yang pada pokoknya 

dikualifikasi menjadi 5 (lima) jenis penganiayaan : 

1. Penganiayaan biasa 

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah 

lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana tersebut 

adalah tindak penganiayaan dalam bentuk pokok. Ketentuan Pasal 351 

hanya menyebut kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya.  

Untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan 

dalam Pasal 351 KUHP di atas, akan dikutipkan ketentuan dalam pasal 

tersebut yang rumusannya sebagai berikut: 

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama 
lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). 

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah 
dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun. 

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, diancam dengan 
pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan 
orang. 

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas terlihat, 

bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan 
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seperti apa yang dimaksudkannya. Ketentuan Pasal 351 KUHP di atas 

hanya merumuskan kualifakasinya dan pidana yang diancamkan. Tindak 

pidana dalam Pasal 351 KUHP dikualifikasi sebagai penganiayaan.  

Sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, 

penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.70 

2. Penganiayaan Ringan 

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdeda 

dengan jenis penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia 

berdasarkan asas konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan 

pengecualian dari asas konkordansi.  Dibuatnya ketentuan tentang 

penganiayaan ringan dan tindak pidana ringan pada umumnya di dalam 

KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah atas dasar adanya perbedaan 

kewenangan mengadili dari Pengadilan Polisi (Land gerecht) dan 

Pengadilan Negeri (Landraad) yang sengaja dibentuk oleh Pemerintah 

Kolonial di Indonesia. Pengadilan Polisi berwenang mengadili perkara-

perkara ringan sedangkan untuk Pengadilan Negeri untuk mengadili 

perkara-perkara yang lain.  

Rumusan tentang penganiayaan ringan yang termuat dalam Pasal 

352 KUHP adalah sebagai berikut: 

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam 

 
70 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2017, h.. 10   
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sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan paling banyak Rp.4.500,- 
(empat ribu lima ratus rupiah). Pidana dapat ditambah sepertiga 
bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang 
bekerja padanya, atau menjadi bawahannya 

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP di atas tersimpul, bahwa 

yang dimaksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak 

termasuk dalam:  

a. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.  

b. Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu penganiayaan 

terhadap:  

1) Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.  

2) Pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan 

tugasnya yang sah.  

3) Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan berbahaya bagi 

nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.  

c. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.  

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP di atas 

tersimpul, bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 

tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

pencaharian sepanjang penganiayaan itu tidak dilakukan dengan 

berencana atau tidak dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai 

kualitas tertentu, demikian juga apabila penganiayaan yang tidak 
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menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan 

jabatan atau pencaharian tidak dilakukan dengan cara memasukkan bahan 

berbahaya ke dalam makanan atau minuman, penganiayaan itu merupakan 

penganiayaan ringan. 

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur 

dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun 

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

 
Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP di atas tersimpul pendapat, 

bahwa penganiayaan berencana dapat berupa tiga bentuk penganiayaan, 

yaitu:  

a. Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat 

atau kematian yaitu yang diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.  

b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang diatur Pasal 

353 ayat (2) KUHP.  

c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang diatur dalam 

Pasal 353 ayat (3) KUHP.  

Berdasarkan Pasal 353 KUHP di atas dapat disimpulkan, bahwa 

penganiayaan berencana pada dasarnya adalah penganiayaan biasa 

dalam Pasal 351 yang ditambah dengan unsur rencana lebih dahulu. 

4. Penganiayaan Berat. 
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Jenis penganiayaan Berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang 

rumusannya sebagai berikut: 

(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling 
lama delapan tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 

 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Tindak pidana 

penganiayaan berat terdiri dari dua macam yaitu :  

a. Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan 

kematian) diatur  dalam Pasal 354 ayat (1).  

b. Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, 

diatur dalam Pasal 354 ayat (2).  

Dalam tindak pidana pidana penganiayaan berat yang diatur dalam 

Pasal 354 KUHP akibat luka berat itu merupakan maksud atau tujuan 

pelaku, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya luka 

berat pada korban 

5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu 

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. 

Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat 

yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini pada dasarnya 

merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) 

dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (1). 

Jenis penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur 

dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
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(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

6. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu  
 

Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 356 KUHP 

yang menyatakan : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 

355 dapat ditambah dengan sepertiga :  

(1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya 
menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;  

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah;  

(3) Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau 
diminum. 

 
Apabila dicermati dengan seksama terlihat, bahwa ketentuan Pasal 

356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai 

penganiayaan, yaitu terhadap penganiayaan biasa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 351 KUHP penganiayaan berencana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 353, penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 serta 

penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang 

memberatkan berbagai penganiayaan di atas, yaitu:  

a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas 

sebagai  ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika 

atau karena menjalankan tugasnya yang sah.  
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b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu 

dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau 

diminum.. 

Secara garis besar unsur-unsur terhadap penganiayaan adalah : 

2. Adanya kesengajaan 

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil 

dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya 

hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan 

yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini 

disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan 

mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu 

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan 

tersebut dan/ atau akibatnya. Sengaja berarti menghendaki dan 

mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan 

sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau 

menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul 

daripadanya.71 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan terkait bentuk 

kesengajaan, salah satunya seperti yang diungkapkan Moeljatno yaitu : 

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan. 
Kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh 
khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu 
tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena 
dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si 

 
71 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.. 54 
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pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang 
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.  

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian 
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak 
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, 
tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 
perbuatan itu. 

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Dollus 
Eventualis). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai 
bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan 
akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan 
bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang 
dilakukannya.72 
 

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak 

mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat 

menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. 

Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu 

tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan 

yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih 

dahulu telah dibuat.  

Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan 

si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat, inilah awal 

mula muncul terkait teori kesengajaan yang dalam perkembangannya 

muncul kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan 

kesengajaan dengan kemungkinan yang telah dijelaskan diatas. 

Sebenarnya banyak pendapat ahli hukum pidana terkait bentuk 

 
72 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum 

Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2013, h..46. 
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kesengajaan, yang pada mulanya hanya dikenal kesengajaan secara 

tradisional.73 

2. Adanya perbuatan. 

Perbuatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan pidana 

yang memiliki sifat melawan hukum (wederechtelijk).74 Banyak istilah yang 

dipakai dalam penyebutan hal tersebut yang semuanya mempunyai inti dan 

pemahaman yang secara umum sama, hanya saja pemakaian istilahnya 

terdapat perbedaan, ada yang menyebut dengan perbuatan pidana, ada 

yang menyebut dengan Tindak Pidana, ada yang menyebut dengan Delik, 

dan lain sebagainya. 

Terkait definisi mengenai perbuatan pidana ini terdapat beberapa 

doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, perbuatan pidana 

sebagaimana yang telah disampaikan Moeljatno menggunakan istilah 

perbuatan pidana dengan pertimbangan bahwa perbuatan itulah keadaan 

yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan 

perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang menimbulkan 

akibat.75 

3. Adanya akibat perbuatan, meliputi Rasa sakit pada tubuh dan/atau Luka 

pada tubuh 

 
73 Ibid, h..174. 
74 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, h..182 
75 Moeljatno, Op.Cit, h..172. 
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Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan 

dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka 

yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan 

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijln) atau luka. Masuk pula 

dalam pengertian penganiayaan, sengaja merusak kesehatan orang : 

a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang ke sungai 
sehingga basah, menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari. 

b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, dan 
menempeleng.  

c. Luka misalnya, memotong, menusuk dengan pisau.76 
 

 
B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan 

Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta langsung ada, namun 

terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan 

tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang masuk dalam kategori 

kejahatan. Faktor-faktor yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana 

penganiayaan dapat diketahui secara komprehensif apabila dikaji dalam 

ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku tindak pidana. 

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari 

berbagai sisi yang berbeda.  

Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang 

dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan 

diperlukan, salah satunya untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Menurut Kartini 

 
76 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasan Lengkap  

Pasal Demi Pasal,  Politea, Bogor, 2014, h..169. 
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Kartono mengemukakan bahwa penganiayaan yang sering dialami terjadi 

akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan cultural yang 

meliputi pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial 

dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga.77 

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai 

upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah 

modus operandi (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan 

teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada 

kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat  

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu: 

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum 
mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di 
dalam masyarakat.  

2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan 
prosesual di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, 
bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan 
kejahatan. 

3. Faktor pencetus (precipitating factors), yang menyangkut aspek 
individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan 
dilakukannya kejahatan.  

4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup 
keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan 
kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-
unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, 
yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat. 78 

 

 
77 Kartini Kartono,  Pathologi Sosial,  Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h..52. 
78 B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial,  Alumni, Bandung, 2011, h.66 
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Secara umum penyebab atau faktor faktor yang menyebabkan 

kejahatan termasuk penganiayaan adalah faktor interen dan faktor 

eksteren. 

1. Faktor intern 

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) 

seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya 

kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu 

(kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.79 Faktor secara khusus dapat 

dikatakan faktor yang hanya ada dalam diri pelaku atau suatu kondisi yang 

hanya dialami oleh pelaku yang tidak berlaku secara umum. Dapat 

dikatakan bahwa faktor secara khusus ini merupakan faktor internal yang 

ada didalam diri pelaku yakni faktor keturunan, faktor umur, kepribadian, 

faktor ekonomi, emosi, pendidikan.  

a. Faktor umur 

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami 

perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. 

Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang 

dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti 

kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal 

pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti 

kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua. Faktor umur 

 
79 Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah 

Pertambangan Poboya. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014  
h.. 4. 



53 
 

menentukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 

seseorang, sekalipun bukan menjadi faktor penentu, namun umur 

menjadi sangat penting, dimana tingkat kedewasaan dan kematangan 

berfikir seseorang dipengaruhi oleh umurnya 

b. Faktor kepribadian 

Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat 

mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak 

atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung 

lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana. Kemudian faktor 

ekonomi, tindak pidana dapat dilakukan salah satunya karena faktor 

ekonomi. Faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen (penyebab 

tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan 

dengan keadaan  pelaku dalam kehidupan sehari-harinya. 

c. Faktor emosi 

Faktor emosi mengambil peran penting dalam suatu tindak pidana 

penganiayaan, karena keadaan emosi pelaku penganiayaan pada saat 

dirinya melakukan tindak pidana hanya diketahui oleh pelaku tersebut. 

Sebab-sebab dirinya melakukan tindak pidana dan sebagainya. 

d. Faktor jenis kelamin  

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan 

kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan 

dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan 

umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri 



54 
 

dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan 

kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, melacur 

dan lain-lain.  

e. Faktor pendidikan (pribadi).  

Faktor pendidikan menjadi hal ikhwal selanjutnya yang dapat dikaji 

dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. 

Walau sekali lagi faktor ini tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan 

dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. 

Namun, dapat dikaji secara logika bahwasanya seseorang yang 

memiliki pendidikan yang baik akan sedikit banyak berfikir untuk 

melakukan sesuatu hal yang baik, dengan tidak melakukan salah satu 

tindak pidana yaitu penganiayaan. 

f. Faktor agama  

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang 

merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat 

di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab 

norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala seuatu 

yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing 

manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini 

menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan 

mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan 

mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan 
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tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan 

dari seseorang pelaku kejahatan. 

2. Faktor ekstern 

Faktor ekteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini 

oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah 

satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, 

yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan 

kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan 

dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh 

masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan 

sebagai alat untuk maju dan sebagainya.80 

 
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Hukum berkaitan dengan sanksi dan hal ini dapat dipahami karena 

pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam 

sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu 

larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi 

hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi 

terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan 

masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara 

 
80 Ibid., h.aman 5. 
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memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan 

paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.81 

Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty 

or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or 

order (a sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan 

memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. 

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati 

perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, 

perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) 

sebagai hukuman kepada suatu negara hukum, imbalan negatif, berupa 

pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, imbalan 

positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.82 

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku 

manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib 

sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan 

tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau 

dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu 

perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan 

dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman 

yang disebut sebagai sanksi. 

 
81Soerjono Soekanto, Teori Yang Murni Tentang Hukum, Alumni, Bandung,  2015, 

h. 40. 
82 WJS. Poerwadarminta, Op.Cit, h.621. 
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Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif 

masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu 

masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu 

bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, 

dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga 

tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan 

kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang 

melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila 

dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan 

norma yang lainnya.83 

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 

dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun 

dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai 

salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum 

pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. 

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali 

mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 

pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana 

menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu 

dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.84 

 
83 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017,  h. 84. 
84 Mahrus Ali, Op.Cit, h.140. 
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Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum 

dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam 

arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam 

pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan 

seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut 

telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk 

mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari 

rumusan undang-undang.85 

Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu : 

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :  

a. Pidana Mati;  

b. Pidana Penjara;  

c. Pidana Kurungan;  

d. Pidana denda;  

e. Pidana Tutupan.  

2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :  

a. Pencabutan hak-hak tertentu  

b. Perampasan barang-barang tertentu  

c. Pengumuman putusan hakim.  

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi 

pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang 

istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu 

 
85 Ibid, h.141. 
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perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh 

undang-undang. Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut 

pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya 

dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan 

kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan 

pembenar untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa 

siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku 

harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama 

dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.86 

Pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm von 

Feuerbach dalam teori relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai 

pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari 

pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan 

pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan 

dan memperbaiki pribadi pelaku.87 

Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori 

gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk 

menjaminketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku. 

Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori 

tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Menurut teori 

gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan 

 
86 Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 

2012, h.119. 
87 Ibid, h.120. 
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yang didasarkan pada kejahatannya.Selain itu, diakui pula penjatuhan 

pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.88 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah 

merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum 

pidana. Pemberian pidana menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan 

para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syaratseseorang 

dapat dijatuhi pidana. 

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau 

hukuman. Khusus mengenai masalah  hukuman sebagai salah satu 

masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah 

mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar 

pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih 

fungsional. 

Pelaku tindak pidana harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut. 

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

 Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau 

kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang 

mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi 

 
88 Ibid, h.121. 
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tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak 

digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang 

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai 

tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian 

atau menaati ketentuan undang-undang 89 

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk 

memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-

undang.90 Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang 

ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan 

orang tidak akan melakukan tindak pidana.91  

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana 

adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja 

ditimpakan Negara kepada pembuat delik.68 Bambang Waluyo 

menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus 

berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuktinya 

perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka 

tersangka harus dibebaskan.69 

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan  di atas, maka 

suatu pidana harus: 

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak  
menyenangkan. 

 
89 Mahrus Ali,  Op.Cit, h.193   
90 Ibid, h.194. 
91 Andi Hamzah, Op.Cit, h.82.   
68 Ibid. H.12 
69 Bambang Waluyo. Op.Cit, h. 9.  
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2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar 
melakukan tindak pidana 

3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar 
ketentuan hukum 

4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak 
pidana. 

5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan 
ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak 
pidana tersebut.70 
 

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial 

antara lain: 

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu 
aturan hukum. 

2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa 
sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar. 

3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain 
yang tidak menyenangkan. 

4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.71 
 

Berdasarkan  ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui 

bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur: 

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 

3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut Undang-undang.72 
 

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung 

jawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat 

dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan 

bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan 

 
70 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni,  Bandung, 2016, h. 22 
71 Ibid, h.22  
72 Ibid, h. 23  
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adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar 

untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur 

kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena 

pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung 

jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa 

mungkin jiwanya tidak normal. 

Menurut Andi Hamzah bahwa tujuan pemidanaan ditentukan 

sebagai berikut: 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat; 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat;  

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia.92 
 
Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan 

terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga 

menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan 

kematian.  Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaaan dimuat 

dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut : 

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. 

Pasal 351 KUHP menyebutkan : 

 
92 Andi Hamzah, Sistem  Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Gh.ia Indonesia, 

Jakarta, 2014, h.66. 
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(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.  

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  

(3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun.  

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.  
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.  

 
Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan 

hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan 

biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah 

kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan 

dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud 

oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa 

sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua 

perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan 

sebuah penganiayaan. seperti contoh seorang dokter yang telah melukai 

pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan 

sebagai penganiayaan, karena bermaksud untuk menyembuhkan penyakit 

yang diderita oleh pasiennya. 

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.  

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak 

menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa 

menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan 

diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut : 
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(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, 
dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara 
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat  
ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang 
melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya 
atau menjadi bawahannya.  

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat 
Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan 
kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” 
meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, 
percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada 
sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah 
dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud 
adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa 
membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 
ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini 
tidak akan membahayakan orang lain.  

 
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.  

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan 

sebagai berikut : 

(1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun.  

(2) Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di 
pidana dengan pidana penjara palang lama tujuh tahun.  

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di 
pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  

 
Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila 

mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan 

pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila 

menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan 

disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana 

(Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan 
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pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi 

pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). 

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.  

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang 

rumusannya adalah sebgai berikut : 

(1) Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling 
lama delapan tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di 
pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.  

 
Penganiayan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada 

tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus 

mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, pebuatan yang dilarang, 

akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan 

itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-

undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam 

merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia 

harus menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan 

dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. 

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP 

Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang 

rumusannya adalah sebagai berikut : 

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih 
dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun.  

(2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di 
pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
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Penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan 

antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiyaan 

berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan 

berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk 

penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena 

harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur 

penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. 

 


